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ABSTRAK

Skripsi Ini Bejudul : Penegakan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di
Kecamatan Ende Tengah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum
Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat,Simon Carzon
Ngama Radja, Nim 2020110167.

ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan
penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan
ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat

penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis
penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan,
yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataan di masyarakat

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang
lebih tinggi.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan
potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Faktor yang menghambat satuan polisi pamong praja kabupaten ende
belum melaksanakan tugas penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat
dikecamatan ende tengah secara menyeluruh menjalankan tugas pengawasan dan
sosialisasi terhadap masyarakat yang disebabkan oleh faktor internal yakni
Kurangnya Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Masyarakat,
Keterbatasan anggaran/biaya operasional untuk melakukan penegakan ketertiban
dan keamanan di masyarakat, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang
menghambat upaya penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan, Ketertiban, Keamanan. Perlindungan Masyarakat
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ABSTRACT

This thesis is entitled: Enforcement of Public Order and Security in Ende
Tengah District by the Civil Service Police Unit in View of Regional
Regulation Number 2 of 2023 concerning Public Order, Public Peace and
Community Protection, Simon Carzon Ngama Radja, Nim 2020110167.

order and peace is one of the antidotes, prevention and control of all forms
of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community,
this is in accordance with the objectives of order and peace in achieving peace and
building community strength

This research is empirical juridical, which in other words is a type of
sociological legal research and can also be called field research, namely
examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.

Regional Regulations are all content material in the framework of
implementing regional autonomy and assistance tasks, and accommodate special
regional conditions as well as further elaboration of higher levels of Legislative
Regulations.

Public security and order is a dynamic condition of society as one of the
prerequisites for the implementation of the national development process in order
to achieve national goals which are characterized by ensuring security, order and
upholding the law, as well as maintaining peace which contains the ability to
foster and develop the potential and strength of society in preventing, prevent and
overcome all forms of law violations and other forms of disturbance that can
disturb the community

Factors that hinder the Ende Regency civil service police unit from not
carrying out the task of enforcing public order and security in Ende Tengah sub-
district thoroughly carrying out the task of monitoring and socializing the
community are caused by internal factors, namely the lack of socialization of the
Civil Service Police Unit towards the community, limited budget/operational costs
for enforcing order and security in the community, and limited facilities and
infrastructure that hinder efforts to enforce public order and security.

Keywords: Order, Security. Community Protection
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